
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Persepsi  

 

 

1. Pengertian Persepsi  

 

 

Menurut Slamento (2005: 20), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya 

pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu 

indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa persepsi bukan hanya sebatas pada 

pengindraan terhadap obyek atau lingkungan saja, akan tetapi lebih luas seseorang 

yang mengalami atau mengamati terhadap obyek atau lingkungan yang 

memberikan kesan kepadanya, sehingga ia dapat memberikan suatu penilaian 

pandangan atau pendapat. Persepsi seseorang dapat berubah-ubah, misalnya dari 

baik menjadi buruk atau sebaliknya.  

 

Persepsi itu terjadi melalui proses atau tahapan tertentu, seperti dikemukakan oleh 

Rakhmat (2003: 520): 

Obyek yang menyentuh alat indera sehingga menimbulkan stimuli. Oleh 

alat penerima atau alat indera, stimuli ini akan diubah menjadi energi 

syaraf untuk disampaikan ke otak. Stimuli akan diproses, sehingga 

individu dapat memahami dan menafsirkan pesan atau obyek yang telah 

diterimanya maka pada tahap ini terjadi persepsi. 
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Menurut Mar’at (2004: 73): 

Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari 

komponen kognisi. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan 

karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan 

untuk berbuat. Jadi komponen koqnisi akan berpengaruh terhadap 

prediposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap 

suatu obyek, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang 

dipikirkan atau dipersepsikan tentang obyek tersebut. Persepsi juga tersirat 

dalam bentuk sikap, sehingga lahirnya suatu proses yang dinamakan 

persepsi adalah lahirnya suatu sikap dari seseorang yang dapat bersifat 

positif (baik), biasa saja (cukup baik) atau negatif (tidak baik). 

 

 

Menurut Thoha (2001: 126): 

Persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami 

informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini melalui 

penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Dengan demikian persepsi 

merupakan suatu proses pengamatan terhadap sesuatu objek yang 

didalamnya menyangkut tanggapan kebenaran langsung, keyakinan 

terhadap objek tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

predisposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang yang 

merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipersepsikan tentang suatu 

objek tersebut. Secara umum dan keseluruhan, persepsi dapat diartikan 

sebagai kesan-kesan, penafsiran seseorang terhadap objek tertentu yang 

didapat melalui panca inderanya. 

 

 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2003: 51), memberikan penjelasan tentang persepsi 

sebagai suatu pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan- hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa persepsi adalah 

suatu kesan atau tanggapan sebagai akibat dari adanya suatu proses pengamatan 

seseorang terhadap obyek tertentu. Persepsi sebagai suatu kesan atau tanggapan 

yang timbul sebagai akibat adanya suatu proses pengamatan seseorang terhadap 

obyek tertentu, menyebabkan persepsi seseorang tidak akan sama dengan orang 

lain.  
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 

 

Setiap individu atau perorangan dalam memberikan tanggapan terhadap suatu 

objek, tentunya akan berlainan. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang 

dipengaruhi oleh wawasan, pengalaman serta pengetahuannya terhadap suatu 

objek yang dihadapkan. 

 

Menurut Mar’at (2004: 21): 

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses 

belajar, cakrawala berfikir dan pengetahuannya. Faktor pengalaman, 

proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap 

apa yang dilihat. sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan 

arti terhadap objek psikologi tertentu. 

 

Selanjutnya menurut Sarwono (2001: 43), yang mempengaruhi persepsi seseorang 

adalah sebagai berikut: 

a) Relation. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang 

ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya 

terhadap satu atau dua objek sama. Dengan adanya memfokuskan 

perhatian tersebut maka akan terjadi persepsi antara mereka. 

b) Set. Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seorang 

pelari yang siap digaris start terdapat set bahwa akan terdengar pistol. 

c) Kebutuhan. Kebutuhan sesaat atau kebutuhan yang tetap pada diri 

seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. 

d) Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh 

pula terhadap persepsi seseorang. 

 

 

Proses terbentuknya persepsi seseorang terhadap suatu objek lingkungannya 

didasarkan pada stimulus atau yang sedang dihadapinya. Berkenaan dengan itu 

Thoha (2001: 128), mengemukakan bahwa subproses persepsi dapat terdiri dari 

suatu situasi yang hadir pada seseorang, disini seseorang menghadapi kenyataan 

yang harus dilihat dan diartikan. Subproses terbentuknya persepsi ialah registrasi, 

interpretasi, dan umpan balik.  
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Sesuai dengan penjelasan tersebut maka setelah seseorang mengetahui keadaan 

lingkungannya semua itu didaftarkannya pada ingatan dan pikiran. Pada 

gilirannya nanti orang tersebut kemudian mengartikan atau menginterpretasikan 

tentang lingkungan yang dihadapinya. Jadi proses terakhirnya orang-orang 

tersebut akan memberikan umpan balik. 

 

Menurut Krech dan Crutfield dalam Suwartinah (2001: 25), faktor yang 

menentukan persepsi seseorang adalah sebagai berikut: 

a) Kebutuhan. Kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang 

akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang. Dengan demikian 

kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi. 

b) Kesiapan Mental. Suasana mental seseorang akan mempengaruhi atau 

menetukan persepsi seseorang. 

c) Suasana Emosi. Seseorang baik dia dalam keadaan sedih, senang maupun 

gelisah akan sangat mempengaruhi persepsi terhadap objek rangsangan. 

d) Latar Belakang Budaya. Latar belakang budaya dimana orang tersebut berasal 

dan akan mempengaruhi dan menetukan persepsi orang tersebut terhadap 

suatu objek rangsangan  

 

 

Dengan demikian ada banyak faktor yang mempengaruhi persepsi. baik faktor 

yang terdapat dalam diri maupun yang berasal dari luar diri individu. Faktor yang 

terdapat dalam diri individu dapat berupa pengetahuan yang merupakan hasil dari 

proses belajar yang menimbulkan wawasan berfikirnya. Pengalaman yang akan 

melahirkan cakrawalanya dan ciri kepribadian serta kebutuhan tertentu terhadap 

objek, sedangkan faktor yang berasal dari luar individu yaitu, dapat berupa sistem 

nilai, norma atau aturan yang ditetapkan alam lingkungan masyarakatnya, maupun 

hasil dari proses perubahan yang terjadi sehingga mempengaruhi persepsi. 
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3. Pembentukan Persepsi 

 

Menurut Rakhmat (2003: 54), proses terbentuknya persepsi adalah sebagai 

berikut:  

a. Stimulus atau Situasi yang Hadir 

Awal mula terjadinya persepsi ketika seseorang dihadapkan pada stimulus 

atau situasi. Stimulus atau situasi tersebut biasa berupa stimulus penginderaan 

dekat dan langsung atau berupa lingkungan sosiokultural dan fisik yang 

menyeluruh dari stimulus tersebut. 

b. Regristasi 

Regristasi disini merupakan sesuatu gejala yang nampak yaitu mekanisme 

fisik yang untuk mendengar dan melihat sesuatu informasi maka mualailah 

orang tersebut mendaftar, mencerna dan menyerap semua informasi. 

c. Interpretasi 

Tahap selanjutnya setelah informasi tersebut terserap, emudian proses 

terakhirnya adalah penafsiran terhadap inforamsi tersebut. Interpretasi ini 

merupakan suatu aspek koqnitif dari persepsi yang amat penting karena proses 

tergantung pada cara pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang 

berbeda dengan orang lain sehingga interpretasi seseorang terhadap suatu 

informasi atau stimulus akan berbeda dengan orang lain. 

d. Umpan Balik 

Merupakan suatu proses yang terakhir, dimana setelah seseorang menafsirkan 

informasi tersebut, akan muncul reaksi yang baik atau mendukung, cukup baik 

dan tidak baik atau menolak maka akan muncul reaksi memberikan, apabila 

jawabannya bersifat menerima maka reaksi yang muncul akan berbentuk 

positif pula. 

 

Persepsi suatu proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan 

menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambar yang 

bermakna tentang dunia. Persepsi merupakan proses pengamatan atau 

pengetahuan mengenai suatu obyek atau kejadian tertentu dengan menggunakan 

alat-alat indera tertentu sebagai perantaranya. 

 

Alasan penulis memilih persepsi sebagai kajian penelitian ini adalah karena 

persepsi terbentuk melalui tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya. Hal ini sesuai dengan proses terbentuknya persepsi menurut Joseph 

A. DeVitto (2004: 75-76), timbulnya suatu persepsi dapat terjadi melalui tiga 
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tahapan yang saling terkait, saling mempengaruhi, bersifat kontinyu, campur baur 

dan tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

  

 

 

 

 

 Sumber: Joseph De Vito (2004: 75-76) 

Gambar 1. Proses Persepsi 

 

Penjelasan mengenai ketiga tahapan dalam proses persepsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Stimulasi pada alat indra (sensory stimulation) 

Pada tahap ini, alat-alat indra distimulasi atau dirangsang akan keberadaan 

sesuatu hal, akan tetapi meskipun manusia memiliki kemampuan pengindraan 

untuk merasakan Stimulus, manusia tidak selalu menggunakannya, sebagai 

contoh pada saat seseorang melamun. 

b. Stimulasi terhadap alat indra diatur. 

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra diatur menurut berbagai 

prinsip, salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip Proximitas atau 

kemiripan. Sebagai contoh kita mempersepsikan pesan yang datang segera 

setelah pesan yang lain sebagai satu unit dan menanggap bahwa keduanya 

tentu saling berkaitan. Prinsip lainnya adalah prinsip kelengkapan (closure). 

Manusia cenderung mempersepsikan gambar atau pesan yang dalam 

kenyataannya tidak lengkap sebagai gambar atau pesan yang lengkap, dengan 

melengkapi bagian-bagian gambar atau pesan yang tampaknya logis untuk 

melengkapi gambar ataupun pesan tersebut. 

c. Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi 

Langkah ketiga adalah penafsiran-evaluasi kedua istilah tersebut digabungkan 

guna menegaskan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Langkah ketiga ini 

merupakan proses subyektif yang melibatkan evaluasi dari pihak penerima. 

Penafsiran tersebut tidak semata-mata didasarkan pada rangsangan luar, 

melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman pada masa lalu, 

kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan tentang yang seharusnya, 

keadaan fisik dan emosi pada saat tersebut dan lain sebagainya. 

Terjadinya 

Stimulasi 

Alat indra 

 

Stimulasi 

Alat indra 

diatur 

Stimulasi 

Alat indra 

Dievaluasi - 

Ditafsirkan 
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4. Teori Persepsi Kategori Sosial 

 

 

Menurut Melvin L. DeFleur dalam Mulyana (2005: 102-103), para teori kategori 

sosial menyatakan adanya perkumpulan- perkumpulan, kategori sosial pada 

masyarakat urban-industrial yang perikakunya ketika diterpa perangsang- 

perangsang (stimulus) tertentu hampir seragam. Asumsi dasar dari teori kategori 

sosial adalah teori sosiologis yang menyatakan bahwa meskipun masyarakat 

modern sifatnya heterogen, penduduk yang memiliki sejumlah ciri – ciri yang 

sama akan mempunyai pola hidup tradisional yang sama. Persamaan gaya, 

orientasi dan perilakuakan berkaitan pada suatu gejala seperti pada media massa 

dalam perilaku yang seragam. 

 

Individu yang masuk dalam kategori sosial tertentu/sama akan cenderung 

memiliki prilaku atau sikap yang kurang lebih sama terhadap rangsangan-

rangsangan tertentu. Pesan-pesan yang disampaikan media massa cenderung 

ditanggapi sama oleh individu yang termasuk dalam kelompok sosial tertentu. 

Penggolongan sosial ini berdasarkan usia, jenis kelamin, suku bangsa, pendidikan, 

ekonomi, agama dsb. Dengan adanya penggolongan sosial ini muncullah media 

massa yang sifatnya special atau khusus yang diperuntukan bagi kalangan 

tertentu, dengan mengambil segmentasi/pangsa pasar tertentu. 

 

Komunikasi bukanlah sebuah pemindahan makna. Komunikasi terjadi dengan 

seperangkat komponen operasi di dalam sistem teoritis, konsekuensinya adalah 

isomorpis diantara internal penerima kepada seperangkat simbol, sumber dan 

penerima. Seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi 
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kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu.  

Orang-orang dalam masyarakat urban telah menjadi bergantung pada komunikasi 

massa untuk membantu mereka dalam menerima informasi yang mereka 

butuhkan. 

 

Besarnya ketergantungan seseorang pada media ditentukan dari dua hal, yaitu 

Pertama, individu akan condong menggunakan media yang menyediakan 

kebutuhannya lebih banyak dibandingkan dengan media lain yang hanya sedikit. 

Kedua, persentase ketergantungan juga ditentukan oleh stabilitas sosial saat itu. 

Sebagai contoh, bila negara dalam keadaan tidak stabil, anda akan lebih 

bergantung/ percaya pada koran untuk mengetahui informasi jumlah korban 

bentrok fisik antara pihak keamanan dan pengunjuk rasa, sedangkan bila keadaan 

negara stabil, ketergantungan seseorang akan media bisa turun dan individu akan 

lebih bergantung pada institusi - institusi negara atau masyarakat untuk informasi. 

Ketergantungan hubungan dalam teori ketergantungan sistem media, berjalan dua 

arah yaitu media sumber dapat menyesuaikan konten mereka berdasarkan pada 

hubungan ketergantungan penonton, dan penonton dapat menyesuaikan pilihan 

mereka dari sumber media.   

 

B. Tinjauan Tentang Masyarakat  

 

1. Pengertian Masyarakat  

 

Menurut Koentjaraningrat (1999: 147), masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat 
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merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka anggap sama.  

 

Menurut Soekanto (2002: 148), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

melakukan ineraksi berdasarkan hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya 

sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya yang terlihat dari adanya 

suatu identitas bersama.  

 

Selanjutnya Ralp Linton dalam Soekanto (2002: 27), berpendapat bahwa 

masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup 

lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 

sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.  

 

Menurut Weber dalam Soekanto (2002: 24): 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan. Masyarakat adalah sistem dari kebiasaan atau tata cara dari 

wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, 

dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang 

selalu berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan 

hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Masyarakat merupakan 

suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama. 

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari 

anggotanya. Dengan kata lain bahwa masyarakat adalah sistem yang 

terwujud dari kehidupan bersama, yang lazim disebut kemasyarakatan.  

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian masyarakat adalah 

sekelompok manusia yang hidup bersama dan menempati suatu wilayah tertentu 

dan menjalankan hubungan diantaranya dengan menjalankan suatu fungsi-fungsi 

tertentu yang saling menentukan satu sama lain. 
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2. Ciri-Ciri Masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang secara nyata ada maupun 

fiktif bertempat di wilayah tertentu, di mana anggota-anggotanya memiliki 

kepentingan tertentu, mempunyai suatu kesamaan perasaan bahwa hanya dengan 

hidup demikianlah maka kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kelangsungan 

hidupnya dapat terpenuhi. Masyarakat juga dapat dimaknai sebagai hubungan 

antar manusia bersifat pribadi, kenal mengenal dengan akrab, sepahit-semanis, 

seduka-sesuka, disertai saling percaya mempercayai yang berakar pada kesatuan 

keturunan dan kesatuan keluarga, mempunyai kesatuan adat dan kepercayaan, 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan.  

 

Menurut Seokanto (2002: 150-151), ada beberapa unsur yang dapat dijadikan ciri 

suatu kelompok masyarakat, yaitu: 

a. Seperasaan 

Unsur perasaan akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya 

dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga 

kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kami”, “perasaan 

kami” dan sebagainya.  

b. Sepenanggungan 

Setiap individu sadar akan perannya dengan kelompok dan masyarakat sendiri 

memungkinkan perannya, dalam kelompok dijalankan, sehingga dia 

mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.  

c. Saling memerlukan 

Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya 

tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan psikologis.  

 

Sementara itu menurut Koentjaraningrat (1998: 192), masyarakat merupakan 

sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu 

kesatuan hukum, terorganisir, memiliki lembaga baik formal maupun non formal, 

dan berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, memiliki wewenang untuk 
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mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

Ada empat ciri penting dalam suatu kelompok yang bisa membentuk suatu 

masyarakat, yaitu sebagai berikut: 

a. Interaksi 

Interaksi dalam suatu kelompok merupakan faktor yang penting, karena 

melalui interaksi, individu dapat melihat perbedaan antara kelompok atau 

dengan istilah coact. Coact adalah orang yang secara serentak terikat dalam 

aktivitas yang sama namun tanpa komunikasi dengan lainnya.  

b. Waktu 

Sekumpulan orang yang berinteraksi dalam jangka waktu yang singkat dan 

tidak dapat digolongkan sebagai kelompok mempersyaratkan adanya interaksi 

dalam jangka waktu yang panjang, karena dengan ini ia akan memiliki 

karakteristik atau cirri ang tidak dimiliki oleh kumpulan sementara.  

c. Ukuran atau jumlah partisipan dalam kelompok 

Dalam hal ini tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah anggota dalam 

suatu kelompok. 

d. Tujuan 

Mengandung pengertian bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan 

membantu individu menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan 

satu atau lebih tujuannnya. 

 

 

C. Tinjauan Tentang Kebijakan  

 

 

1. Pengertian Kebijakan 

 

 

Menurut Hasibuan (2001: 64): 

Kebijakan adalah adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai 

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan 

jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

 

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen 

yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan 

membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. 
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Menurut Mustopawijaya (2004: 16-17): 

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik publik atau bisnis, 

yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai 

tujuan tertentu berisikan ketentuan-ketentuan yang berisikan pedoman 

perilaku dalam: (1) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus 

dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana 

kebijakan (2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana 

maupun kelompok sasaran dimaksud. 

 

 

Menurut Wahab (2001: 22), penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan 

dalam dalam sepuluh kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1) Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu 

Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang 

kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di 

dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau kebijakan luar negeri  

2) Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang dikehendaki  

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehenda dan kondisi yang 

dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk 

mewujudkan aparatur yang bersih.  

3) Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu  

Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya usulan 

RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RRU di Bidang Kepegawaian.  

4) Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah 

Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakakukan perombakan terhadap 

suatu sistem administrasi negara  

5) Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal 

Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai 

keputusan yang sah. Sebagai contohnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 

yang merupakan keputusan sah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  

6) Kebijakan sebagai sebuah program  

Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah program yang akan 

dilaksanakan. Sebagai contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur 

Negara, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk 

cara pengorganisasiannya. 

7) Kebijakan sebagai out put atau apa yang ingin dihasilkan 

Yang dimaksud dengan kebijakan di sini adalah out put yang akan dihasilkan 

dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau 

pegawai negeri sipil yang profesional.  

8) Kebijakan sebagai out come  

Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari 

suatu kegiatan, seperti misalnya pemerintahan yang efektif dan efesien. 
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9) Kebijakan sebagai teori atau model  

Kebijakan di sini menggambarkan model atau suatu keadaan, dengan asumsi 

yang digunakan. Sebagai contoh, kalau pajak di naikkan x % maka revenue 

diperkirakan akan naik y % atau kalau x dilakukan maka yang terjadi adalah y 

10) Kebijakan sebagai proses atau tahapan yang perlu dilaksanakan 

Kebijakan di sini menggambarkan suatu proses atau tahapan yang akan dilalui 

untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

 

 

Menurut Wahab (2006: 16), kebijakan pemerintah adalah segala sesuatu yang 

dipilih oleh pemerintah, yang dikerjakan ataupun yang tidak dikerjakan Apabila 

pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan publik, maka harus 

mengutamakan goal (objektifnya) dan merupakan tindakan keseluruhan bukan 

hanya perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.  

 

Selanjutnya Wahab (2006: 17), dalam mengimplemetasikan kebijakan publik 

yang telah dipilih, pemerintah harus melakukan hal-hal yang menyangkut:  

a. Organizational, seperti pengorganisasian konflik dalam masyarakat 

b. Regulatif berupa pengaturan konflik dalam masyarakat 

c. Diskriminatif melalui pemberian reward kepada masyarakat yang telah 

melaksanakan atau patuh dengan kebijakan yang dibuat dan pemberian 

pelayanan material kepada masyarakat  

d. Ekstraktif yaitu pemungutan uang dari masyarakat melalui pajak.  

 

Menurut Suripto (2004: 3) kebijakan pemerintah atau kebijakan publik adalah 

pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 
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Menurut Putra (2001: 26-27): 

Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan 

yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 

Implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah: 1) Bahwa kebijakan 

publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-

tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) Bahwa kebijakan tersebut berisi 

tindakan-tindakan pemerintah; 3) Bahwa kebijakan itu merupakan apa 

yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa 

yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Bahwa kebijakan publik itu 

bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai 

segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan 

keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) Bahwa 

kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan 

pada peraturan yang bersifat memaksa (otoritatif). 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau 

tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi 

pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah 

merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 

sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

 

2. Ciri-Ciri Kebijakan  

 

Menurut Azwar (2000: 23-24), kebijakan adalah upaya-upaya yang dilakukan 

dengan langkah-langkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

pada masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan 

yang terjadi dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kebijakan yang baik 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
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1) Bagian dari sistim administrasi 

Kebijakan adalah bagian dari fungsi administrasi yang sangat penting, 

sehingga kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka administrasi, artinya 

kebijakan dibuat harus dilaksanakan dan dievaluasi.  

2) Dilaksanakan secara berkesinambungan.  

Kebijakan merupakan bagian dari siklus pemecahan masalah (problem solving 

cycle) yang juga merupakan fungsi manajemen. Kebijakan akan kembali pada 

kebijakan berikutnya setelah langkah-langkah dalam siklus dilalui. Namun 

siklus tersebut bukan bersifat statis namun dinamis, sehingga akan berbentuk 

spiral siklus yang tidak mengenal titik akhir. 

3) Berorientasi pada masa depan 

Hasil kebijakan menghasilkan kebaikan bukan saja saat ini tapi juga pada 

masa yang akan datang. 

4) Mampu menyelesaikan masalah 

Siklus kebijakan adalah siklus pemecahan masalah artinya penyusunan 

kebijakan didasarkan pada masalah yang dihadapi dan penyusunan nya harus 

berdasarkan pada langkah-langkah siklus pemecahan masalah. 

5) Mempunyai tujuan 

Tujuan harus ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang paling umum atau 

tujuan yang lebih berorientasi dampak (impact) dan hasil (out put) serta perlu 

dijabarkan kepada tujuan yang khusus atau yang berorientasi pada out put atau 

uraian yang lebih spesifik. 

6) Bersifat mampu kelola 

Kebijakan harus bersifat realistis, logis, objektif, runtut, fleksibel yang 

disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. 

 

3. Proses Pembuatan Kebijakan 

 

Menurut Wibawa (2002: 5), proses pembuatan kebijakan mensyaratkan 

pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan 

diambil. Pengetahuan tersebut harus dimiliki oleh aktor-aktor kebijakan atau 

pembuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan, para pembuat kebijakan harus 

memahami atau memiliki pengetahuan sebagai berikut: 

a. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya 

b. Pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia 

c. Konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan 

d. Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada setiap 

alternatif kebijakan 

e. Memilih kebijakan yang paling efisien 

 

 



 23 

Selanjutnya tahapan proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut: 

a. Penyiapan agenda, yang merupakan tahap untuk menetapkan issue mana saja 

yang akan direspon oleh pemerintah. 

b. Formulasi alternatif, yang merupakan tahap untuk menentukan tujuan serta 

berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. 

c. Penetapan kebijakan, yang merupakan tahap untuk menentukan alternatif atau 

pilihan mana yang akan dilaksanakan. 

d. Pelaksanaan kebijakan, yang merupakan tahap untuk melaksanakan pilihan 

yang diambil.  

e. Tahap evaluasi, yang merupakan tahap untuk menilai sejauh mana upaya-

upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan semula. 

f. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan mengoreksi pelaksnaan kebijakan 

g. Terminasi, merupakan tahap akhir untuk mengakhiri kebijakan, baik karena 

tujuan yang sudah dicapai maupun yang disebabkan oleh kebijakan tersebut 

yang dirasakan tidak diperlukan lagi. 

 

Kebijakan pemerintah merupakan sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara 

langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut terdapat tahapan 

yaitu: (a) Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, 

pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan 

publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu keputusan ini juga 

dibuat oleh anggota legislatif, Presiden, Gubernur, administrator serta pressure 

groups, pada level ini keputusan merupakan sebuah kebijakan terapan (b) Adanya 

output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah 

untuk melakukan pengaturan, penganggaran, penentukan personil dan membuat 

regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 

(c) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat.  
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Menurut Wahab (2006: 21-22): dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut : 

a. Agenda Setting 

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama 

kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu 

kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar 

terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya 

dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol 

nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (market failure) dan tersedianya 

teknologi untuk menyelesaikan masalah publik. 

 

b. Policy Formulation 

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk 

menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai 

mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah 

pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. 

Dalam menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan 

analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus 

diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.  

 

c. Policy Adoption 

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan 

melalui dukungan stakeholders. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses 

rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu: 

1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (policy alternative) yang dilakukan 

pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan 

merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu. 

2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan 

direkomendasi. 

3) Mengevaluasi alternatif – alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-

kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih 

besar dari efek negatif yang akan timbul. 

 

d. Policy Implementation 

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan 

pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi 

ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan 

menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, 

seorang administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode 

yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi 

berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang 

dapat diterima dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen, 

melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program. 
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e. Policy Assesment 

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses 

implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya 

dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan. 

 

 

Kebijakan pemberlakuan BRT dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 

2011-2030, Pasal 10 ayat (4) huruf (c) menyatakan bahwa untuk peningkatan 

penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu yang  berwawasan 

lingkungan maka dikembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan 

sistem  transportasu missal di pusat primer Tanjung Karang serta penyediaan  bus  

rapid  transit  (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan 

kaki.   

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penggantian sarana angkutan 

angkutan umum dari jenis angkutan kota (angkot) menjadi angkutan massal 

dengan mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) yang akan melayani 7 (tujuh) 

trayek utama di Kota Bandar Lampung yaitu: 

1) Rajabasa – Sukaraja 

2) Rajabasa – Panjang 

3) Rajabasa – Pasar Cimeng 

4) Kemiling – Simpang Jl. Ir. Sutami 

5) Kemiling – Sukaraja 

6) Perum. Korpri – Sukaraja 

7) Panjang - Lempasing  

 

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2012) 

 

 

D. Transportasi 

 

Transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 

angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan 
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efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh 

pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan 

stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional 

dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.  

 

Menurut Synder (1998), perencanaan transportasi merupakan proses panjang yang 

meliputi kebutuhan perjalanan, pembangunan fasilitas bagi pergerakan 

penumpang dan barang di antara kegiatan yang terpisah dalam ruang kota. 

Selanjutnya dalam penyusunan rencana-rencana strategis mengatasi kemacetan 

dan permasalahan transportasi.  

 

Selanjutnya menurut Alan Black dalam Noviana (2005: 5), transportasi pada 

dasarnya adalah seperangkat masalah kompleks dan saling berhubungan. Secara 

garis besar, masalah transportasi dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu: 

a. Kemacetan (congestion) 

Kemacetan disebabkan oleh meningkatnya berbagai biaya pengangkutan 

barang dan orang, hilangnya waktu, kecelakaan, dan ketegangan psikologis 

(congestion causes increased costs for travelers and freight movement, loss of 

time, accident, and psychological strain). Adapun penyebab kemacetan 

transportasi secara umum adalah:  

1) Urbanisasi (urbanization), dalam hal ini gambaran urbanisasi merupakan 

terkonsentrasinya orang-orang dan kegiatan ekonomi di wilayah kota. 

2) Spesialisasi di dalam kota (specialization within cities), maksudnya tempat 

kerja, perdagangan terpusat di area tertentu, dan tempat hiburan (rekreasi) 

atau perumahan terkumpul di area lain, tetapi orang-orang dan aktivitas ini 

saling memiliki ketergantungan sehingga interaksi dan pergerakan yang 

konsisten di antaranya menyebabkan kemacetan transportasi. 

3) Waktu memulai dan mengakhiri pekerjaan/aktivitas keseharian masyarakat 

relatif sama (starting and ending the workdays at about the same time). 

4) Persedian alat transportasi yang merangsang tingginya permintaan 

masyarakat (supply vehicles of transportation often stimulates demand). 

b. Mobilitas (mobility) 

Masyarakat cenderung mempunyai mobilitas yang lebih tinggi, sehingga akses 

pada alat transportasi secara otomatis akan lebih tinggi.  
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c. Dampak (impact)  

Dampak sistem transportasi (eksternalitas) adalah aspek ketiga dari masalah 

transportasi, yang meliputi ; kecelakaan (accidents), konsumsi energi (energy 

consumption), dampak lingkungan (environmental impact) seperti polusi air 

dan udara dan suara gaduh, konsumsi tanah (land consumption), estetika 

(aesthetics), gangguan pabrik di daerah kota (disruption of the urban fabric) 

dan penggunaan lahan (land use).  

 

Sarana transportasi darat menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, adalah sebagai berikut:  

a. Angkutan umum  

Sarana transportasi berupa angkutan umum terdiri dari: 

1) Bus Kota, sarana transportasi bus kota yang dikelola oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) 

2) Angkutan kota (angkot) atau angutan pedesaan, sarana transportasi angkot 

ini dikelola murni oleh swasta 

3) Sepeda bermotor. Sarana transportasi jenis sepeda bermotor (kendaraan 

roda dua, atau biasa disebut dengan jasa ojek) ini merupakan angkutan non 

massal yang tidak resmi. Keberadaan jenis angkutan ini memang sangat 

diharapkan oleh penduduk karena memiliki keunggulan jangkauan pada 

daerah-daerah non kelas jalan. Daerah tersebut meliputi sekitar 

pemukiman yang tidak dilalui oleh kendaraan umum, serta daerah-daerah 

pemukiman yang penataan ruangnya kurang baik sehingga tidak memiliki 

jalan khusus pada daerah tersebut. Keterbatasan jenis angkutan ini adalah 

kapasitas daya angkut serta faktor keamanan yang sangat rendah.  

4) Jenis sedan (taksi), Sarana transportasi jenis sedan ini merupakan salah 

satu jenis angkutan umum yang memiliki pelayanan khusus. Keunggulan 

jenis angkutan ini adalah faktor keamanan serta kenyamanan yang baik, 

tetapi kelemahannya adalah faktor kapasitas serta biaya pelayanan yang 

ditanggung oleh pengguna jasa lebih mahal dibandingkan jenis angkutan 

umum lainnya. 

5) Jenis kendaraan roda tiga tidak bermotor (becak), sarana transportasi jenis 

ini terbatas dikarenakan kondisi topografi suatu daerah dan memiliki 

kelemahan lain yaitu karena tidak bermotor maka kekuatan serta daya 

tempuhnya tergantung pada man power penarik becak masing-masing. 

Kelebihannya adalah daya jelajah pada satu zona/karakter pemukiman 

dalam mengangkut orang/penumpang lebih dari satu disertai dengan 

barang bawaan penumpang serta sangat ramah lingkungan. 

b. Angkutan khusus 

Sarana transportasi berupa angkutan khusus merupakan angkutan yang yang 

dimiliki oleh institusi/lembaga tertentu, baik milik instansi/kantor/dinas 

pemerintahan maupun milik swasta/perusahaan. Misalnya bus yang khusus 

mengangkut pegawai atau karyawan instansi pemerintah atau swasta, mobil 

ambulans milik instansi rumah sakit dan bus milik lembaga pendidikan. 
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c. Angkutan pribadi  

Sarana transportasi berupa angkutan pribadi terdiri dari kendaraan pribadi 

beroda dua maupun beroda empat yang dimiliki perseorangan misalnya seperti 

mobil pribadi, sepeda motor pribadi, milik pemerintah yang digunakan 

perseorangan misalnya mobil dinas dan sepeda motor dinas. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan 

dilaksanakan pemerintah berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. 

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan 

berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, 

keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya 

pada diri sendiri. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa transportasi jalan 

diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan 

dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, 

mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok 

wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas 

sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan 

biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.  

 

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis 

sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya diakukan 

oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, mampu 

memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, 

untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, 

penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau 

oleh daya beli masyarakat.  
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Menurut Kansil dan Kansil dalam buku Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya 

(1995:162-163), maka diketahui bahwa penyediaan sarana transportasi oleh 

pemerintah kepada masyarakat harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: 

a. Kenyamanan, yaitu sarana transportasi harus memberikan rasa nyaman kepada 

masyarakat, kenyamanan yang disediakan tersebut dapat berupa fasilitas fisik 

yang menunjang operasionaliasi sarana transportasi.   

b. Tarif, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menggunakan 

sarana transportasi harus terjangkau dan sesuai dengan daya beli atau 

kemampuan masyarakat untuk membayar. 

c. Keamanan, yaitu sarana transportasi harus memberikan rasa aman kepada 

masyarakat, baik keamanan dari potensi kejahatan ketika berada dalam sarana 

transportasi dan keamanan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas 

sebagai akibat dari kelalaian awak angkutan.   

d. Keramahan Pelayanan, yaitu para awak sarana transportasi harus mampu 

memberikan pelayanan yang baik dengan mengedepankan keramahan dan 

kesopansantunan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.    

 

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek- aspek pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, 

keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan 

pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau 

masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar 

wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar 

instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.  
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Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut, diperlukan 

penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional 

serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara 

internasional. Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil 

guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya 

ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, 

dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan 

sekunder yang ada di Tanah Air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan 

Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota , maupun Jalan Desa.  

 

Menurut Kansil dan Kansil dalam buku Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya 

(1995:166-171), manajemen lalu lintas meliputi:  

1) Kegiatan perencanaan meliputi inventarisasi dan evaluasi permasalahan lalu 

lintas, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas dan penyusunan rencana 

dan program pelaksanaan perwujudannya 

2) Kegiatan pengaturan meliputi penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada 

jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam kegiatan pengaturan 

lalu lintas dalam adalah; penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan 

maksimum atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan atau 

perintah bagi pemakai jalan  

3) Kegiatan pengawasan yang meliputi: pemantauan dan penilaian terhadap 

pelaksanaan kebijakan lalu lintas yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam masalah lalu lintas dan tindakan 

korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas yang bertujuan untuk 

menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan.  

4) Kegiatan pengendalian, meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam 

pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan pemberian bimbingan dan penyuluhan 

kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan lalu lintas.  
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E. Kerangka Pikir 

 

Kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas ini oleh Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dituangkan ke dalam suatu program kerja dengan 

memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada 

dasarnya kebijakan ini diarahkan pada terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu 

lintas baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Upaya 

pengaturan dan penertiban lalu lintas di Kota Bandar Lampung tersebut 

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan melaksanakan kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan lalu lintas. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah 

pemberlakuan Bus Rapid Transit (BRT), sebagai sarana transportasi massal bagi 

masyarakat Kota Bandar Lampung.  

 

Kebijakan pemberlakuan BRT tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

terhadap angkutan umum yang mampu membawa penumpang dalam jumlah besar 

dibandingkan dengan angkutan kota. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar 

Lampung melakukan penggantian sarana angkutan angkutan umum dari jenis 

angkutan kota (angkot) menjadi angkutan massal dengan mengoperasikan Bus 

Rapid Transit (BRT) yang akan melayani 7 (tujuh) trayek utama di Kota Bandar 

Lampung yaitu: Rajabasa – Sukaraja, Rajabasa – Panjang, Rajabasa – Pasar 

Cimeng, Kemiling – Simpang Jl. Ir. Sutami, Kemiling – Sukaraja, Perum. Korpri 

– Sukaraja dan Panjang – Lempasing.  

 

Pemberlakukan BRT tersebut akan mendapatkan tanggapan atau persepsi dari 

masyarakat selaku pengguna jasa transportasi BRT.   Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui Persepsi Masayatakat Kota Bandar Lampung Terhadap 
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Kebijakan Walikota Tentang Pemberlakukan Bus Rapid Transit (BRT), 

sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini: 

 

 

Mmmmmmmmmmmm        Objek Persepsi 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Masyarakat 

 

a. Kenyamanan BRT 

b. Tarif BRT 

c. Keamanan BRT 

d. Keramahan Pelayanan BRT 

Pemberlakuan BRT 

di Kota Bandar 

Lampung 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
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